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BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOE 1w TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BIREUEN NOMOR 32 TAHUN 2011
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BELANJA HIBAH, BELANJA BANTUAN SOSIAL, BELANJA BANTUAN

KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

a.

BUPATI BIREUEN,

bahwa sehubungan dengan belum adanya pengaturan
tentang pemberian Belanja Hibah kepada Masjid -masjid
dalam Kabupaten Bireuen, maka untuk transparansi dan
keadilan dalam pengelolaan Belanja Hibah seccara
proporsional dan tepat guna, perlu dilakukan Perubahan
Atas Peraturan Bupati Bireuen Nomor 32 Tahun 2011
tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban
Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan
Keuangan dan Belanja Tidak Terduga, guna dilakukan
penyesuaian dan penyempurnaan sebagaimana mestinya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi
Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3298];

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan MNegara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3831);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3993);

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten
Simeulue [Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor & Tahun
2000 [Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3963); 41’ /4-



17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah untuk yang kedua kalinya
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantnan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012
tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 32 Tahun 2011, tentang Pedoman Pemberian Hibah
dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN ;

Menctapkan : PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN BUPATI BIREUEN NOMOR 32 TAHUN
2011 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN  DAN
PERTANGGUNG JAWABAN BELANJA HIBAH, BELANJA
BANTUAN SOSIAL BELANJA BANTUAN KEUANGAN DAN
BELANJA TIDAK TERDUGA.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bireuen Nomor 32 Tahun 2011
tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Belanja
Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga (Berita
Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2011 Nomor 122), diubah sebagai berikut :

Diantara Pasal 10 dan Pasal 11, disisip satu Pasal baru yaitu Pasal 10 A,
sehingga berbunyi sebagai berikout

Pasal 10 A

(1). Hibah uang kepada organisasi kemasyarakatan dalam bidang keagamaan,
khususnya untuk masjid diberikan kepada masjid jamik, masjid kemukiman,
masjid besar kecamatan dan masjid agung kabupaten, dengan besaran
berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi instansi telmis terhadap proposal
yang diajukan oleh pengurus masjid.

A



10;

11.

13.

14.

15.

16.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355];

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistern Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomeor 57 Tahun 2005 tentang
Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);
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(2) Hibah uang kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat diberikan dengan persyaratan sebagai berikut:

memiliki kepengurusan yang jelas;

berkedudukan dalam wilayah administratif Kabupaten Bireuen;

terdaftar pada Dinas Syariat Islam sekurang kurangnya 3 [tiga) tahun;

mengajukan proposal selambat lambatnya 6 (enmam) bulan sebelum

pembahasan anggaran tahun berjalan;

e. rekomendasi dari Camat setempat dan Dinas Syariat Islam.

poow

(3) Permohonan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditujulean
kepada Bupati, bermaterai secukupnya dan dilengkapi dengan gambar
pembangunan/renovasi masjid.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

R Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 30 agri. 2015

/BUPATI BIREUEN, £__
o

L
/ﬂ RUSLAN M. DAUD

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 3o At 2OS
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/ﬂ SEKRETARIS DAERAHp- -

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2015 NOMOR 2%



